
SALINAN 

b3vvv.vq.'k 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR 55 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PONOROGO 
TAHUN 2016 - 2021 

BUPATI PONOROGO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah. Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, perlu untuk menyusun Rencana 
Strategis Kabupaten Ponorogo; 

b. bahwa 	Rencana 	Strategis 	Kabupaten 	Ponorogo 
Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2016-2021, telah dituangkan dalam 
Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo; 

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 
pada perkembangannya telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019, yang 
memiliki implikasi perlu dilakukannya penyesuaian terhadap 
Rencana Strategis Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021; 

Mengingat 	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya 86 Dati II Surabaya dengan mengubah 
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Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2370); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4664); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Kerja Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah 	Kabupaten 	Ponorogo 	Tahun 	2010 
Nomor 6); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran 
Daerah 	Kabupaten 	Ponorogo 	Tahun 	2016 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 
2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 
2019 Nomor 1); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 
Nomor 6); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
STRATEGIS KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016-2021. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Ponorogo. 

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
untuk 5 (lima) tahun. 

6. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Kabupaten Ponorogo periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Renstra Daerah merupakan : 

a. Penjabaran lebih lanjut atas visi, misi, dan program Bupati yang telah 
dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 
2016-2021. 

b. Dokumen perencanaan pembangunan untuk 5 (lima) tahun yang memberikan 
arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan bagi aparatur Pemerintah 
Kabupaten. 

BAB III 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 3 

(1) Renstra Daerah dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan 
RKT di Pemerintah Kabupaten. 

(2) Renstra Daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan 
yang sinergi dan terpadu dengan Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Provinsi, dan Kabupaten. 



-5- 

BAB IV 
SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN 

Pasal 4 

(1) Sistematika Perubahan Renstra Daerah terdiri dari : 

a.  Bab I : Pendahuluan; 

b.  Bab II : Gambaran Pemerintah Daerah; 

c.  Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pemerintah Kabupaten; 

d.  Bab IV : Tujuan dan Sasaran; 

e.  Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan; 

f.  Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; 

g.  Bab VII : Kinerja Pelayanan Pemerintah Kabupaten; 

h.  BabVIII : Penutup. 

(2) Isi dan uraian Perubahan Renstra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 28 Juni 2019 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

H. IPONG MUCHLISSONI 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 28 Juni 2019 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 55. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR H 
NIP. 1964  7 199303 1 008 



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO 
NOMOR : 55 TAHUN 2019 
TANGGAL : 28 JUNI 2019 

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KABUPATEN PONOROGO 
TAHUN 2016 - 2021  

BUPATI PONOROGO, 

H. IPONG MUCHLISSONI 
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